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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah yang transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel,
partisipasi, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna
terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021 dan merupakan satu sistem perencanaan
pembangunan daerah;

. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam
menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2018;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) dan (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan
Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati
setelah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi ditetapkan dan selanjutnya
menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.



Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817});

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);



Menetapkan

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Nomor 71);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8
Tahun 2016 Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016
Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.



(2)

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat

dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode
5 (lima) tahun.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

11.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada Tahun 2018.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan maksud :
a. menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja Perangkat Daerah Tahun 2018;

b. menjadi bahan penyusunan KUA dan Prioritas dan PPAS
Tahun 2018; dan

c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
RAPBD Tahun 2018.

RKPD Tahun 2018 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan
integrasi program/kegiatan pembangunan antara Pemerintah
Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Daerah sehingga
pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat.



BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 merupakan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2018.

Pasal 4

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
menggunakan RKPD Tahun 2018, untuk :

a. menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;dan
b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) RKPD dapat diubah jika tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka
pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas
daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan; dan atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGEARA
ttd
RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara




